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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IJIN TRAYEK ANGKUTAN DARAT

DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang — undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang Nomor 34
Tahun 2000 serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat (2) huruf d, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi ljin Trayek
Angkutan Darat ;

bahwa guna pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud huruf
a di atas, maka dipandang perlu mengatur pungutan Retribusi ljin
Trayek Angkutan Darat dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan menjadi Undang-
undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang — undang
Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara
Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;
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17.

18.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3841) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum
Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001  Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan  Undang-undang, Peraturan Pemerintah  dan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun
2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya
Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun
2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).



Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

TENTANG RETRIBUSI 1JIN TRAYEK ANGKUTAN DARAT
DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Bupati adalah Bupati Murung Raya.

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan,
Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Murung Raya.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada PT. Bank
Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang — undangan Daerah yang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun,
Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.

Perorangan adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan ijin trayek
angkutan darat.

Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum di darat untuk pelayanan jasa angkutan
orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap
maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi,
baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
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Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Retribusi perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka Pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Retribusi ljin Trayek Angkutan Darat yang selanjutnya dapat disebut retribusi
adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa
trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut peraturan per
Undang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin trayek.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Trayek Angkutan Darat dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian ljin Trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau lebih trayek
tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan umum di darat.



Pasal 4
Subyek Retribusi adalah wajib retribusi baik perorangan atau Badan yang telah
memperoleh Ijin Trayek Angkutan Darat.
BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi ljin Trayek Angkutan Darat digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kapasitas tempat duduk bagi

penumpang dan jenis angkutan penumpang yang dioperasionalkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya administrasi dan biaya
penyelenggaraan yang berkaitan dengan pemberian ijin trayek.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei
lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya
angkut.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
adalah untuk satu tahun dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Angkutan Teﬁggztis[i)tl??iuk Tarif / per tahun
Mobil Penumpang s/d 8 orang Rp. 60.000
Mobil Bus 9 s/ 15 orang Rp. 100.000

16 s/d 25 orang Rp. 150.000
lebih dari 26 orang Rp. 250.000
Angkutan Umum Rp. 50.000




(3) Perubahan terhadap besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini, dapat ditinjau kembali setiap satu tahun sekali dengan Keputusan Bupati
setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat ijin trayek diberikan.

BAB VIlII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun.
Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain
dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12
(1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap

bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan
SKRD.

TATA CARA PEMBA\B(QEKI:I DAN PENYETORAN
Pasal 14
(1) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar lunas sekaligus.
(2) Retribusi terutang harus dibayar lunas selambat — lambatnya 15 (lima belas) hari

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT
dan STRD.
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Pasal 15

Wajib retribusi membayar retribusi terutang melalui Bendaharawan Pembantu
Penerima pada Kantor Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.

Bendaharawan Pembantu Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, menyetorkan seluruh pungutan retribusi terutang pada Kas Daerah dan
menyampaikan bukti setoran pada Bendaharawan Penerima Kantor Dinas
Pendapatan Daerah.

BAB XIlI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16
Apabila wajib retribusi tidak melunasi sampai habis jangka waktu pelunasan,
maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk  mengeluarkan  surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat
lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIlllI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN
Pasal 17

Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan terhadap wajib retribusi.

Pemberian keringanan bagi wajib retribusi diberikan dengan memperhatikan
kemampuannya, antara lain dengan cara mengangsur.

Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang — undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



(2)

3)

(4)

Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia.

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau Retribusi,
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi,
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
atau berhubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau
Retribusi ;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa
pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah dan Retribusi ;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi
atau tersangka ;

menghentikan penyidikan ; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu

pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 15 SERI: C



